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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja
keuangan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta sejauh mana pengaruh faktor-
faktor PAD berdasarkan keefektifan dan efisiensi.. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan informasi yang dapat menerangkan besar kecilnya derajat
desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) MUBA, Badan Pusat Statistik, Badan
Perencanan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan instansi terkait lainnya.

Kerangka pemikiran yang mendasari kajian terhadap kinerja keuangan
daerah di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain menurut konsep Musgrave dan
Musgrave, 1980; 546-551 yang diformulasikan dalam : 1) Derajat Desentralisasi
Fiskal, 2) Kebutuhan Fiskal, 3) Kapasitas Fiskal dan 4) Upaya Fiskal (Halim, 2001)
dan rumus efektifitas dan efisiensi. Teknik analisis menggunakan pendekatan secara
kualitatif yang bersifat deskriptif dan secara kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal selama
kurun waktu sepuluh tahun (1995-2004) sebesar 4 %, sedangkan kontribusi PAD +
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap PDRB sebesar 36 % yang berarti
ketergantungan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi.
Kebutuhan Fiskalnya dilihat dari PAD sebesar 7 % jka ditambah Bagi Hasil Pajak
dan Bukan Pajak mencapai 27 %. Kapasitas Fiskal relatif baik jika dibandingkan
dengan Standard Fiskal rata-rata Kabupaten/Kota se sumatera Selatan, dan untuk
posisi Fiskal jika digunakan PDRB konstan sebesar 23,29 % dan bila menggunakan
PDRB berlaku sebesar 1,88 %.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
PAD Kabupaten Musi Banyuasin dikemukakan beberapa temuan antara lain bahwa
indikator keuangan daerah menurut keefektifan pemungutan PAD sebesar 106,64 %
dengan standard asumsi apabila sama atau lebih dari 100 % efektif, maka
pemungutan PAD di Kabupaten MUBA adalah efektif. Efisiensi biaya pemungutan
sebesar 4,10 % dengan standard asumsi apabila mendekati 100 % berarti tidak
efisien, maka biaya pemungutan PAD di Kabupaten MUBA sudah efisien.
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ABSTRACT

This Research aim to measure and analyse the performance of area finance
in Regency of Musi Banyuasin and to know the factors influencing Original Eamings
of Area and also how far influence factors PAD of pursuant to effectiveness and
effisiensy. This research is expected can become the information substace which can
explain the degree effect of decentralization, fiscal position and aid of Regency Musi
Banyuasin. Data which is used in this research is data sekunder obtained from Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) MUBA, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) and other related institution.

Opinion framework constitutoing study to performance of area finance in
Regency Musi Banyuasin for example according to concept of Musgrave and
Musgrave, 1980; 546-551 which is formulated in 1) Fiscal Decentralization Degree
2) Fiscal Requirement 3) Fiscal Capacities and 4) Fiscal Effort (Halim, 2001) and
formula of efektifitas and efficiency. Technique analyse to use the approach
qualitative having the character of descriptive and quantitatively.

Result of research indicate that Degree of Fiscal Decentralization dunng
range for ten years (1995-2004) equal to 4 %, while contribution PAD + Sharing
Holder of lease and Non lease to PDRB of equal to 36 % meaning Governmental
depending of regency to Central Government very high. Fiscal Requirement its seen
from PAD of equal to 7 % if added by Sgaring Holder of lease and Non lease reach
27 %. Good Fiscal Capacities relative in comparison with Fiscal Standard of Regency
mean / town of South sumatera, and for the position of Fiscal if used by constant
PDRB equal to 23,29% and using PDRB go into effect equal to 1,88%.

Pursuant to result analyse the factors influencing acceptance PAD of
Regency Musi Banyuasin opened by some finding for example that indicator of area
finance according to effectiveness of collection PAD of equal to 106,64 % with the
assumption standard is equal or more than 100 % is effective, hence collection PAD
in Regency MUBA is effective. Efficiency collection expense of equal to 4,10 %
with the assumption standard of coming near 100 % meaning inefficient, hence
expense of collection PAD in Regency MUBA has efficient.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Seiring dengan pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru menuju
Orde Reformasi, strategi pembangunan mulai berubah ditandai dengan
diterapkannya kebijaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini memungkinkan bagi setiap
daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan guna
menunjang pembangunan daerah.

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22/1999, yang disahkan pada
tanggal 7 Mei 1999, berisi tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Undang-Undang
nomor 25 /1999, yang disahkan pada. tanggal 19 Mei 1999, berisi tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang
ini lahir sebagai tanggapan dan sekaligus pembaharuan dari Undang-Undang Nomor
4/1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1974 tersebut selama ini dianggap belum mampu mengatur masalah hubungan
Pusat dan Daerah. Kecenderungan yang terjadi adalah justru eksploitasi sumber daya
daerah oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah mulai diberlakukan

mulai Januari 2001. Dengan pemberlakuan ini maka Daerah mempunyai kekuasaan



b

dalam melaksanakan pembangunannya. Ini berarti keputusan di bidang keuangan
mayoritas akan ditangani oleh Pemerintah Daerah, baik di bidang pérencanaan,
pengendalian, maupun sumber pendanaannya. Khusus aspek yang bersifat krusial dan
sangat vital, seperti pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeni dan kebijakan
mata uang, tetap di bawah kendali Pemerintah Pusat (Warsono, 2000 ; 25).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah
merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Hak itu diperoleh melalui penyerahan urusan dan
Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya sesuai dengan keadaan,
kemampuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Artinya secara prinsip
kekuasaannya masih dipegang negara. Hasil yang diharapkan dari otonomi adalah
pemberian pelayanan publik yang lebth memuaskan, pengakomodasian partisipasi
masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian dan
kedewasaan daerah serta penyusunan program pembangunan yang lebih sesuai
dengan kebutuhan daerahnya.

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan,
dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu ditetapkan Undang-
Undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.



1

Komponen sumber penerimaan daerah menurut Bab IV pasal 15 ayat 2

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah :
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan, dan
c. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Kemudian Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus, kemudian lain-lain Pendapatan terdiri atas Pendapatan Hibah
dan Pendapatan Dana Darurat.

Tuntutan reformasi disegala bidang yang didukung oleh seluruh
masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini
membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan
transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan
masyarakat.

Konsekuensi dari pelaksanaan ke dua Undang-Undang tersebut adalah
bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan
bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi,
lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga
swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah




)

Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat.
6leh karena . itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan
pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus
dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan
Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah
sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan
pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah
(Halim, 2001 ; 21).

Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat ekonomi daerah yaitu yang
berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan,
pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka .penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat
dibutuhkan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis
dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerapan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata
dan bertanggung jawab, peluang sekaligus tantangan kepada daerah agar dapat
menggali potensi-potensi Sumber Daya Alam (natural resouces) dalam upaya
mengoptimalisasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berkaitan dengan penyerahan sebagian besar wewenang Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, meliputi,

wewenang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keuangan seperti tertuang dalam
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Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang, otonomi daerah dan Undang Undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pu;at dan Daerah, maka
tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya dan pendapatan juga sangat besar.

Sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998
tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penyelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwuyjudkan dengan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan
serta pembagian keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan
otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.

Pemerintah daerah mempunyai hak atau diberi otonom baik dalam
penyelenggaraan pemerintah maupun dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan
pembangunan di daerahnya masing-masing. Pemberian otonomi dititikberatkan pada
Daerah Tingkat II dalam hal ini kabupaten dan kotamadya. Pertimbangannya adalah
model daerah otonomi itu Daerah Tingkat II merupakan paling dekat dengan

masyarakatnya, karena Daerah Tingkat II lebih mengetahui pemasalahan yang

dihadapi masyarakatnya (Ali Akbar, 2002 ; 3).




Kabupaten Musi Banyuasin I.Jnemiliki Sumber Daya Alam potensial, yang dapat digali
secara profesional guna meningkatkan PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah
terutama di sektor pertambangan, pertanian, industri, dan perdagangan.

Di dalam pélaksanaan otonomi bagi daerah kabupaten/kota termasuk Musi
Banyuasin, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi serta masih banyak juga
urusan yang belum sepenuhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.
Peningkatan jumlah urusan tersebut nampaknya bergantung pada. kemampuan daerah
serta inisiatif propinsi dari daerah tersebut.

Di sisi lain daerah kabupaten/kota masih sangat tergantung pada
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan rutin
maupun pembiayaan pembangunan, karena penerimaan yang bersumber dari
Pendapatan Asli Dacrah (PAD) masih belum dapat diandalkan. Berdasarkan uraian
diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul “Analisis Kinerja Keuangan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Era Otonomi Daerah™.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-

permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Musi Banyuasin.

2. Mengukur dan menganalisis tingkat kinerja keuangan

desentralisasi otonomi fiskal daerah di Kabupaten Musi




1.3

1.4

1.9

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

di Kabupaten Musi Banyuasin dalam era otonomi daerah.

. Untuk mengukur dan menganalisis derajat otonomi Kabupaten Musi

Banyuasin yang ditekankan pada derajat desentralisasi, bantuan dan posisi

fiskal.

Manfaat Penelitian

. Bagi Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi

Pembangunan dapat menambah kelengkapan kepustakaan dan sebagai bahan

perbandingan penulisan skripsi bagi yang memerlukan.

. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi landasan

dalam penyusunan kebijaksanaan mengenai keuangan daerah.

. Bagi penulis, sebagai karya penulisan dalam rangka memenuhi syarat dalam

penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Jurusan

Ekonomi Pembangunan Sriwijaya.

Kerangka Teori

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip-

prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang didalam
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pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara asas’ desentralisasi dan tugas
pembantuan. |
Prinsip-prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah

(Muang, 1996 ; 59) adalah :
1. prinsip digunakannya asas desentralisasi dan dekosentrasi, maka dibentuk dar-l

disusunlah suatu daerah yang sekaligus diberi otonomi

N

prinsip asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekosentrasi

yang memungkinkan dilaksanakannya tugas pembantuan

W

prinsip otonomi yang titik beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II
4. prinsip otonomi di samping mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan
juga mengutamakan aspek pendemokrasian
5. prinsip lainnya dalam. pemberian otonomi melalui pembentukan dan
penyusunan daerah serta penyerahan urusan adalah prinsip memperkokoh
negara kesatuan dan memperiinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia
secara keseluruhan.

Tujuan otonomi daerah (Smith, 1985) dalam analisa (CSIS) yang
dikemukakan oleh Syarif Hidayat yang dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu
kepentingan Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintah Daerah. Dari
Kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan
kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem
pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah

daerah mempunyai tiga tujuan (Halim, 2001 ; 23) sebagai berikut :
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1. Untuk mewujudkan political equality, artinya melalui otonomi daerah
diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal ataupun daerah.

2, Untink menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi akan
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak
masyarakat.

3. Untuk mewujudkan /local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah
diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagéi masalah yang
muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan
ekonomi daerah.

Selanjutnya jika di lihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah yang
diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif
masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan
terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, paling tidak ada empat parameter
yang menjadi faktor penilaian dan perlu dievaluasi pada tingkat keberhasilannya.
Keempat faktor tersebut adalah (a) kemampuan keuangan daerah, (b) kemampuan

sumber daya manusia, (¢) kemampuan sumber daya alam, (d) kemampuan institusi

(Afattah, 2001 ;4).
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Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah,
salah satunya bisa diukur melalui kinerja keuangan daerah dengan perhitungan
(Hikmah, 1999) sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Kebutuban Fiskal (fiscal need) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik
Perkapita (IPPP).

3. Kapasitas Fiskal (fiscal capacity).

4. Upaya Fiskal (fax effort) atau posisi fiskal.

Berdasarkan prinsip otonomi yang dianut maka otonomi dititik beratkan
pada Daerah Tingkat II. Hal ini tentunya berdasarkan pada beberapa pertimbangan
politis, fanatisme kedaerahan misalnya sulit dibangun dari masing-masing DATI 1L
Sementara dan segi administratif pelayanan kepada masyarakat lebih efektif
dilaksanakan di DATI II, selanjutnya DATI II merupakan ujung pelaksanaan
pembangunan.

Para ahli mengemukakan bahwa ada empat hal penting yang dijadikan pertimbangan
untuk menilai suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri (Thoha, 1985 ;
27) yaitu :

1. adanya urusan-urusan yang diserahkan pemerintah atasannya

2. pengaturan dan pengurusan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan

kebijaksanaan sendiri

3. untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan atau aparatur sendiri
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4. untuk membiayai urusan yang diserahkan itu diperlukan sumber keuangan
sendiri... |
Keuangan daerah merupakan masalah sentral dalam membicarakan
otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat Il, karena tanpa dukungan
keuangan pelaksanaan otonomi tersebut tidak akan berjalan memuaskgn. Hal ini juga
harus ditunjang dengan aparatur dan lembaga yang berkualitas.
Sumber dana Pemerintah Daerah, menurut pasal 79 Undang-Undang
Nomor 22/1999 diistilahkan dengan sumber pendapatan. Sumber pendapatan
pemerintah menurut pasal tersebut terdin atas:
1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Berdasarkan komposisi sumber-sumber keuangan daerah itu dapatlah
dilihat bahwa suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi telah mampu atau belum.
Dapat juga dilihat apakah suatu daerah mempunyai ketergantungan yang tinggi

terhadap pemerintah pusat atau atasan. Komposisi dan besarnya sumber penerimaan
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daerah serta pengeluaran daerah tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Dalam APBD ini pula dapat dilihat berapa besar pengeluaran untuk
pembangunan dan dari mana sumber pembiayaannya.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, bahwa Pemerintah
Daerah dapat meminjam dana dari pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang
22/1999 dan pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 25/1999. Secara lengkap pada
pasal 11 Undang-Undang Nomor 25/1999 berisi 4 ayat sebagai berikut :

1. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai
sebagian anggarannya.

2. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah
Pusat.

3. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai
pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan
penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat
bagi pelayanan masyarakat; dan

4. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas
dalam rangka pengelolaan kas daerah.

Dalam menyongsong otonomi daerah, harus terpenuhinya sumber
daya manusia daerah yang semakin berkualitas dan tercapainya peningkatan sumber-
sumber keuangan daerah sedemikian rupa sehingga menghasilkan penerimaan yang

cukup memadai tanpa mematikan daya tumbuh dan berkembangnya potensi



13

‘

perekonomian masyarakat. Peningkatan etos kerja aparatur pemerintahan dan
penghapusan praktek-praktek aturan yang bersifat monopoli, oligopoli dan persaingan
yang tidak sehat yang merugikan rakyat.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan'aparat yang memadai,
baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas dan kuantitas aparat ini akan mempengaruhi
kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, fungsi
dan wewenangnya. Dilihat dari kuantitas, kemampuan aparat dapat ditinjau dari
perbandingan aparat terhadap jumlah penduduk. Sebagai indikator kualitas aparat

yang baik adalah yang berpendidikan sarjana dan sarjana muda untuk pendidikan

formal, kalau untuk pendidikan informal adalah yang telah mengikuti kursus dan

pelatihan.
Dengan peningkatan kualitas sumber daya daerah. baik sumber daya
manusia maupun sumber daya alamnya, akan menunjang pertumbuhan ekonomi

sehingga akan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam

melaksakan pembangunan daerah.

1.6  Penclitian Terdahulu

Penelitian Yuliati (1999) mengenai analisis kemampuan keuangan daerah
dalam menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Malang menyatakan bahwa
proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
selama kurun waktu lima tahun (1995 - 1999) sebesar 15%, sedangkan proporsi PAD

ditambah BHPBP terhadap PDRB sebesar 29%. Ini menunjukkan ketergantungan
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Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Pemenntah Pusat sangat tinggi. Jika dilihat
dari kemampuan PAD dalam mer-idanai belanja rutin daerah maka rata-rata selama
lima tahun sebesar 32% dan jika ditanbah dengan BHPBP sebesar 62%. Ini berarti
pembiayaan belanja rutin masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.
Kabupaten Malang memiliki Kapasitas Fiskal yang relatif bail.c dibandingkan dengan
standar fiskal rata-rata Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Penelitian Jasagung Hariyadi (2001) mengenai estimasi penerimaan dan
belanja daerah serta derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Belitung menyatakan
bahwa proporsi penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah adalah sebesar
11,61%, proporsi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total
Penerimaan Daerah sebesar 7,18% sedangkan proporsi sumbangan daerah dari
pemerintah pusat (DAU) terhadap Total Penerimaan Daerah sebesar 81,21%. Ini
berarti bahwa Kabupaten Belitung masih memiliki tingkat ketergantungan yang
cukup besar pada pemerintah pusat.

Maulan Aklil (2003 : 45) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten OKI mengemukakan
bahwa pendapatan perkapita, pajak, retribusi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten OKI.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Latief, Tunggul dan Ismarita (1997 :
77) mengenai potensi dan kendala peningkatan PAD di Kabupaten Blitar
mengemukakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Blitar dalam

meningkatkan PAD adalah kendala bersifat umum yaitu : struktur pemerintah daerah,
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pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan kendala yang bersifat khusus yaitu : letak
geografis, peraturan perundang-undangan, kendala modal, dan kendala pendapatan
daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2001 : 104) tentang analisis
Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah di
Kota Jambi mengemukakan bahwa pendapatan perkapita, keragaman sumber
penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Bamim (2002 : 450) tentang analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan pajak daerah di  Propinsi Sumatera Selatan
mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah
kendaraan bermotor secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah,
sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Silva Petrus (2001) mengenai analisa anggaran pendapatan
dacrah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2001 menyatakan bahwa tingkat
kemandirian daerah Kabupaten Sikka yang diukur melalui PAD, hanya mencapai
4,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka dalam rangka otonomi

ditinjau dari kemampuan keuangan daerah adalah belum mampu.
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1.7 Metodologi Penelitian
1.7.1 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan ini terbatas dalam ruang
lingkup daerah Musi Banyuasin (MUBA). Penelitian ini membahas mengenai derajat
desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal serta faktor-faktor yang mempengaruhi
Pendapatan Asli Daerah dan permasalahan yang berhubungan dengan variabel
tersebut.
1.7.2 Metode Pengumpulan Pata

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi-instansi terkait lainnya. Untuk
mendukung penelitian ini selain pengumpulan data sekunder, untuk memperoleh
informasi yang berkaitan dengan iandasan teori penelitian sebelumnya dan model
analisis dilakukan Study Pustaka (/ibrary research) dengan memanfaatkan berbagai
sumber bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
1.7.3 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif
yaitu menjelaskén dan membahas masalah yang ada secara kualitatif dengan bantuan
statistik deskriptif. Penulis juga menggunakan teknik analisis kuantitatif,

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah,
salah satunya bisa diukur melalui kinerja / kemampuan keuangan daerah. Berikut ini

disampaikan beberapa alat analisis kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada
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konsep Musgrave dan Musgrave dalam bukunya Finance in Theory and Practise,
1980; 546-55 L(Reksohadi;)rodjo, 2000 ; 24) yaitu: |
1. Kebutuhan Fiskal (fiscal need) dirumuskan sebagai berikut :
NJ=Ns Zj
N;j = kebutuhan fiskal juridiksi j
Ns = biaya menyediakan tingkat pelayanan
Zj = populasi target
2. Kapasitas Fiskal (fiscal capacity) dirumuskan sebagai berkut :
Cj=ts Bj
Cj = kapasitas fiskal juridiksi j
ts =tarif fiskal standard
Bj = basis fiskal di j
3. Upaya Fiskal (fiscal effort) dirumuskan sebagai berikut :

_4§Bj_
ts Bj

E;j

7 |

Ej = upaya fiskal
tj = tarif fiskal
ts = standar fiskal
Namun karena data di daerah tidak mendukung maka di pakai berbagai
proxy. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah,

salah satunya bisa diukur melalui kinerja keuangan daerah dilakukan dengan
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perhitungan (Hikmah, 1999) sebagai berikut :
1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yaitu :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Total Penerimaan Daerah (TPD)

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah (BHPBP)
Total Penerimaan Daerah (TPD)

b

Sumbangan Daerah (SD)
Total Penerimaan Daerah (TPD)

Apabila hasil perhitungan Total Penerimaan Daerah (TPD) = PAD + BHPBP

+ SD besar maka desentralisasinya tinggi (mandin), namun sebaliknya bila hasil
perhitungan kecil berarti derajat desentralisasinya rendah (kurang mandiri).

2. Kebutuhan Fiskal (fiscal need) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik

Perkapita (IPPP) dengan formula :

Pengeluaran Aktual perKapita untuk Jasa — jasa Publik (PPP)
Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)

a. IPPP=

_ JumlahPengeluaran Daerah / Jumlah Penduduk

b. SKF =
JumlahKabupaten / Kota
c. PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-
masing daerah

Bila perhitungan Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) semakin tinggi
hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar pula.
3. Kapasitas Fiskal (fiscal capacity) dengan formula :

_ PDRB / Jumlah Penduduk
Kapasitas Fiskal standar (KFs)

x100%
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PDRB / Jumlah Penduduk
Jumlah Kabupaten / Kota

b. KFs =

Bila hasil Kapasitas Fiskal (F) hasilnya semakin tinggi, ini berarti

kapasitas fiskal suatu daerah akan semakin tinggi juga.

4. Upaya Fiskal (tax effort) atau posisi fiskal dapat menggunakan rumus :

_ APAD
APDRB

e

Semakin elastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka

struktur Pendapatan Asli daerah (PAD ) di daerah akan semakin baik.

1.8

Batasan Variabel
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Otonomi Daerah, 2001 ; 43).
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 25, 1999 ; 119).
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh suatu unit-unit produksi dalam periode tertentu selama satu
tahun (Partadiredja, 27)
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau

daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah untuk menjadi urusan rumah
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tangganya sendiri.

Dekonsent(a;i adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah (Otonomi Daerah,
1999 ; 4).

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka
pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan (Otonomi Daerah, 1999 ; 98).

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (Otonomi Daerah, 1999 ; 97)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahuna;1
daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Otonomi Daerah, 1999 ; 97).

Kontribusi adalah sumbangan atau memberikan sumbangan.

10. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah

suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang
mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan daerah secara proposal,
demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan
kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata
cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan

pengawasan keuangannya (UU No. 25, 1999 ; 96).
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